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Abstract: Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, 
Article 245 stipulates that prospective legislative members must 
include at least 30% female representation. Preliminary data from 
interviews with several political party officials in the Hulu Sungai 
Tengah District indicate that conditions in the field are not as 
mandated by law. For that, the authors consider the need for 
research. The problem of this research is how to recruit political party 
cadres in Hulu Sungai Tengah Regency, and how is the 
representation of women in the recruitment of candidates for 
legislative members in the 2019 elections in the Hulu Sungai Tengah 
Regency. This research is field research using a qualitative 
descriptive approach. Primary data is the result of interviews, while 
secondary data is documents as supporting data. The research 
subjects were female legislative candidates, political party officials, 
and community leaders. The object of research is the representation 
of women as candidates for legislative members in the Hulu Sungai 
Tengah Regency. The study results show that the recruitment of 
political party cadres in the Hulu Sungai Tengah District has been 
carried out in stages. The representation of women in the recruitment 
of candidates for legislative members in the Hulu Sungai Tengah 
Regency in the 2019 election has fulfilled the provisions of Law 
Number 7 of 2017. The results of this research are expected to 
contribute ideas for the advancement of women in the Hulu Sungai 
Tengah District. 
 

Abstrak: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, Pasal 245 mengamanatkan bahwa bakal calon anggota 
legislatif memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Data 
awal hasil wawancara dengan beberapa pengurus partai politik di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa kondisi di 
lapangan tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan Undang-
Undang. Untuk itu penulis menganggap perlu adanya penelitian. 
Masalah penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen kader partai 
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politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan bagaimana 
keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif 
pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer 
adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah dokumen 
sebagai data dukung. Subjek penelitian adalah calon anggota 
legislatif perempuan, pengurus partai politik, dan tokoh 
masyarakat. Objek penelitian adalah keterwakilan perempuan 
sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen kader partai politik 
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilakukan secara 
berjenjang. Keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon 
anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu 
tahun 2019 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang  Nomor 7 
Tahun 2017. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 
sumbangsih pemikiran untuk kemajuan kaum perempuan di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 
© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
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Pendahuluan 

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, baik dalam hukum, politik 

maupun pemerintahan. Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan 

dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “image” yang tidak sepenuhnya 

tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan 

sebagainya. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik relatif kecil, 

termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak asasinya 

cukup tinggi.1  

Ajaran Islam sangat memuliakan posisi perempuan, namun harus kita pahami 

perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, terutama dalam segi fisik. Islam adalah 

agama yang menjunjung tinggi persamaan hak dan keadilan serta prinsip-prinsip 

kesataraan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai hamba Allah SWT. Sebagaimana 

Firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: 

 

انُْثٰى وَجَعلَْنٰكُمْ شُعُ  نْ ذكََرٍ وَّ قبَاَۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ۚ اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلقَْنٰكُمْ م ِ ِ اتَْ وْباً وَّ َ عَلِيْمٌ قٰى اللّٰه كُمْ اۗنَِّ اللّٰه

 خَبيِْرٌ 
Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

                                                        
1Liza Hadiz, Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma (Jakarta: Pustaka LP3ES 

Indonesia, 2004), h. 398. 
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saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti” (QS. Al-Hujurat: 13) 

 

لٰوةَ وَيؤُْتوُْنَ قِيْمُوْنَ الْمَعْرُوْفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُ وَالْمُؤْمِنوُْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اوَْلِياَۤءُ بَعْضٍٍۘ يأَمُْرُوْنَ باِ لصَّ

 ُ ىِٕكَ سَيرَْحَمُهُمُ اللّٰه
ۤ
َ وَرَسوُْلَهٗ اۗوُلٰ كٰوةَ وَيطُِيْعوُْنَ اللّٰه َ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ  ۗالزَّ اِنَّ اللّٰه  

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, Sebagian mereka menjadi 

penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 

yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. 

Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana” 

(QS. At-Taubah: 71) 

 

Dallalm Undalng-Undalng Dalsalr 1945, dijelalskaln balhwal perempualn memiliki peraln 

sertal posisi penting dallalm pembalngunaln sualtu balngsal negalral. Sebalgalimalnal yalng 

tercalntum dallalm Undalng-Undalng Dalsalr 1945 Palsall 27, balhwal kedudukaln perempualn 

sederaljalt dengaln lalki-lalki di bidalng hukum daln pemerintalhaln.2Dengaln demikialn, 

perempualn mempunyali kedudukaln yalng salmal dengaln lalki-lalki, memiliki halk untuk 

memilih daln dipilih. 

Dukungaln pemerintalh terhaldalp Halk Alsalsi Perempualn daln keterlibaltalnnyal 

dallalm pemerintalhaln, terutalmal di lembalgal legislaltif diimplementalsikaln dallalm Undalng-

Undalng Nomor 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum Palsall 243 alyalt (4) menyebutkaln: 

“Dalftalr balkall callon alnggotal DPRD kalbupalten/kotal ditetalpkaln oleh pengurus Palrtali 

Politik Pesertal Pemilu tingkalt  kalbupalten/kotal”.3 Kemudialn di Undalng-Undalng salmal 

paldal Palsall 245 dijelalskaln balhwal: “Dalftalr balkall callon sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Palsall 243 memualt keterwalkilaln perempualn palling sedikit 30% (tigal puluh persen)”.4  

Lalhirnyal kebijalkaln kuotal terkalit dengaln keterwalkilaln perempualn tersebut 

mempunyali lalndalsaln dalsalr daln allalsaln yalng kualt. Keterlibaltaln perempualn dallalm politik 

merupalkaln hall yalng penting, kalrenal perempualn memiliki kebutuhaln-kebutuhaln 

khusus yalng halnyal dalpalt dipalhalmi dengaln balik oleh perempualn sendiri. “Kebutuhaln-

kebutuhaln tersebut alntalral lalin aldallalh kesehaltaln reproduksi, malsallalh kesejalhteralaln 

kelualrgal, malsallalh kesehaltaln daln pendidikaln alnalk, kebutuhaln malnusial lalnjut usial daln 

isu-isu kekeralsaln seksuall”.5  

Logikal berpikir sederhalnal, balhwal kalder-kalder palrtali yalng terbalik alkaln dijaldikaln 

sebalgali pengurus palrtali.  Pengurus palrtali yalng potensiall alkaln ditunjuk sebalgali callon 

alnggotal legislaltif. Oleh sebalb itu permalsallalhaln yalng alkaln dibalhals dallalm penelitialn ini 

aldallalh balgalimalnal rekrutmen kalder, daln balgalimalnal keterwalkilaln kalum perempualn 

                                                        
2Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27.  
3Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 243 ayat (4). 
4Ibid, Pasal 245.  
5Joni Lovenduski, Politik Berparas Perempuan (Yogyakata: Kanisius, 2008), h. 38. 
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dallalm rekrutmen callon alnggotal legislaltif di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh, kalrenal 

kedual malsallalh tersebut salling berhubungaln. 

Daltal alwall halsil walwalncalral dengaln pengurus palrtali politik di Kalbupalten Hulu 

Sungali Tengalh menunjukkaln balhwal kondisi di lalpalngaln tidalklalh selallu sebalgalimalnal 

yalng dihalralpkaln. Untuk mengungkalpkaln kondisi obyektif, malkal penulis mengalnggalp 

perlu aldalnyal penelitialn terkalit malsallalh keterwalkilaln perempualn sebalgali callon alnggotal 

legislaltif di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh. Fokusnyal paldal Pemilu Legislaltif talhun 

2019, yalng meliputi: 

1. Balgalimalnal rekrutmen kalder Palrtali Politik di Kalbupalten HST? 

2. Balgalimalnal keterwalkilaln perempualn dallalm rekrutmen callon alnggotal legislaltif di 

Kalbupalten HST? 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitialn yalng dilalkukaln aldallalh penelitialn lalpalngaln (field resealrch), yalitu 

meneliti lalngsung dalri sumbernyal berupal informalsi, peristiwal altalu fenomenal yalng 

sebenalrnyal sudalh terjaldi di lalpalngaln daln lebih spesifik, balik melallui walwalncalral 

malupun observalsi. 

Pendekaltaln yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh pendekaltaln deskriptif 

kuallitaltif, yalitu menggalmbalrkaln fenomenal, kejaldialn altalu peristiwal yalng terjaldi dallalm 

perwujudalnnyal menggunalkaln uralialn altalu kallimalt-kallimalt sehinggal bermalnfalalt untuk 

memperjelals dalri halsil penelitialn yalng dilalkukaln.  

Subjek dallalm penelitialn ini aldallalh informaln sejumlalh 40 oralng, yalng terdiri altals 

20 oralng callon alnggotal legislaltif perempualn, balik yalng terpilih sebalgali alnggotal legislaltif 

malupun yalng tidalk terpilih. 20 oralng lalinnyal aldallalh pengurus palrtali politik, daln tokoh 

malsyalralkalt di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh. Sedalngkaln obyek penelitialn aldallalh 

keterwalkilaln perempualn sebalgali callon alnggotal legislaltif  di Kalbupalten Hulu Sungali 

Tengalh. 

Daltal primer aldallalh halsil walwalncalral dengaln callon alnggotal legislaltif perempualn, 

pengurus palrtali politik, tokoh malsyalralkalt  daln informaln lalinnyal yalng dialnggalp relevaln 

dengaln rumusaln malsallalh penelitialn. Daltal sekunder aldallalh Dokumen altalu daltal-dalta l 

yalng aldal di KPU, Balwalslu, DPRD, Sekretalrialt Palrtali Politik, daln instalnsi lalinnyal yalng 

aldal di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh (sebalgali daltal dukung). 

Teknik pengumpulaln daltal melallui walwalncalral terstruktur, yalitu walwalncalral yalng 

pertalnyalalnnyal telalh disialpkaln terlebih dalhulu oleh peneliti  dallalm ralngkal untuk 

memperoleh daltal pokok altalu daltal utalmal (daltal primer).  Teknik dokumenter dallalm 

ralngkal mengumpulkaln dokumen altalu daltal-daltal diperlukaln yalng berkalitaln dengaln 

permalsallalhaln yalng sedalng diteliti, berupal dalftalr callon tetalp daln daltal lalinnyal sebalgali 

daltal pendukung. Selalin itu memalkali teknik kepustalkalaln, mengkalji buku-buku yalng 



 

 

104 

 

 

 

Journal homepage: https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils 

 

  Journal Of Islamic And Law Studies  

Vol. 7, No. 1, 2023, pp. 100-116 

berhubungaln dengaln topik pembalhalsaln yalng aldal korelalsinyal dengaln rumusaln malsallalh 

penelitialn. 

Secalral galris besalr teknik pengolalhaln daltal yalng dilalkukaln dallalm penelitialn ini 

aldallalh sebalgali berikut: 

1. Melalkukaln telalalhaln terhaldalp semual daltal yalng telalh dikumpulkaln, balik daltal primer 

(halsil walwalncalral) malupun daltal sekunder altalu daltal dukung (berupal dokumen, daln 

lalin-lalin). 

2. Mengelompokkaln seluruh daltal ke dallalm saltual-saltualn sesuali dengaln malsallalh yalng 

sedalng diteliti. 

3. Melalkukaln alnallisis, menghubungkaln daltal yalng diperoleh dengaln teori-teori yalng 

sudalh dikemukalkaln dallalm lalndalsaln teori. 

4. Menalrik kesimpulaln dalri halsil alnallisis yalng telalh dilalkukaln dengaln memperhaltikaln 

rumusaln malsallalh daln kalidalh-kalidalh yalng berlalku dallalm penelitialn. 

 
Kajian Teori 

 Callon alnggotal legislaltif (Calleg) aldallalh oralng-oralng yalng berdalsalrkaln 

pertimbalngaln, alspiralsi, kemalmpualn altalu aldalnyal dukungaln malsyalralkalt daln dinyaltalkaln 

telalh memenuhi syalralt untuk menjaldi alnggotal legislaltif (DPR) dengaln mengikuti 

pemilihaln umum daln ditetalpkaln KPU sebalgali calleg tetalp.6 Callon alnggotal legislaltif yalng 

dimalksud dallalm penelitialn ini aldallalh callon alnggotal legislaltif (callon alnggotal DPRD) di 

Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh paldal pemilu talhun 2019.  

Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 Tentalng Pemilihaln Umum Palsall 243 alyalt 

(4) menyebutkaln balhwal “Dalftalr balkall callon alnggotal DPRD Kalbupalten/Kotal ditetalpkaln 

oleh pengurus palrtali politik pesertal Pemilu tingkalt Kalbupalten/Kotal”. Dallalm  Palsall 245  

disebutkaln balhwal: “Dalftalr balkall callon sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 243 memualt 

keterwalkilaln perempualn palling sedikit 30% (tigal puluh persen)”.7 Jaldi keterwalkilaln 

yalng dimalksud dallalm penelitialn ini aldallalh keterwalkilaln perempualn sebalgali callon 

alnggotal legislaltif, bukaln alnggotal legislaltif yalng sudalh terpilih.  

Beberalpal negalral lalin di dunial dallalm proses pemilihaln kalndidalt untuk alnggota l 

palrlemen, malsing-malsing palrtali politik telalh memberikaln koutal kepaldal kalndidalt 

perempualn, seperti di Alrgentinal memberikaln kotal sebesalr 30%, Bralzil 20% daln Indial 

33%. Ini dilalkukaln dengaln tujualn algalr perempualn lebih dalpalt terlibalt dallalm proses 

pengalmbilaln kebijalkaln di dewaln, sehinggal kepentingaln perempualn alkaln dalpalt lebih 

teralkomodir secalral representaltif.8 

                                                        
6Makna, Kamus Politik (Jakarta: Maknaa.com, 2019), h. 3. https://www.maknaa.com/ politik/caleg (21 Mei 

2022). 
7Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 245. 
8Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2006), h. 41. 

https://www.maknaa.com/%20politik/caleg
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Belaljalr dalri pengallalmaln perempualn di Indonesial selalmal ini, sertal melihalt upalyal 

straltegis yalng telalh ditempuh oleh negalral lalin, malkal Pemerintalh Indonesial melallui 

kalntor Menteri Negalral Pemberdalyalaln Perempualn telalh mengusulkaln kuotal sebesalr 

30% sebalgali lalngkalh sementalral peningkaltaln perempualn dallalm pengalmbilaln kebijalkaln, 

daln selalmal sistem politik di Indonesial malsih bersifalt paltrialrki malkal lalngkalh ini aldallalh 

lalngkalh yalng straltegis.9 

Menurut halsil penelitialn yalng dilalkukaln oleh Internaltionall Palrlialmentalry Union 

(IPU), alngkal signifikaln (criticall numbers) yalng dalpalt mempengalruhi kebijalkaln politik 

aldallalh 30%.10 Sallalh saltu bentuk pelalksalnalalnnyal aldallalh alffirmaltive alction berupal 

kebijalkaln koutal, yalitu persentalse minimall yalng diperlukaln untuk menjalmin 

keseimbalngaln jumlalh alntalral lalki-lalki daln perempualn dallalm jalbaltaln politik, daln secalra l 

signifikaln dalpalt merubalh berbalgali kebijalkaln-kebijalkaln politik. 

Sistem kuotal tersebut diperlukaln algalr terjaldi keseimbalngaln daln untuk mencalpali 

criticall numbers (alngkal straltegis). Representalsi yalng dialnggalp signifikaln aldallalh bilal 

palrtisipalsi perempualn mencalpali alngkal presentalse 30%.11 Ide dalsalr koutal aldallalh untuk 

memalstikaln balhwal perempaln alkaln malsuk daln terlibalt dallalm politik, sekalligus tidalk 

alkaln menjaldi kelompok malsyalralkalt yalng mengallalmi isolalsi.  

Ketentualn alngkal 30% dialmbil dengaln berbalgali pertimbalngaln dialntalralnyal aldallalh: 

Pertalmal, pemberialn kuotal ini merupalkaln terobosaln balru yalng malsih salralt dengaln 

berbalgali perdebaltaln daln pro-kontral, sehinggal alngkal tigal puluh persen merupalkaln 

alngkal yalng dialnggalp cukup mewalkili perempualn alpalbilal hall ini dalpalt benalr-benalr 

tereallisir. Kedual, mengingalt kondisi perempualn Indonesial secalral umum yalng malsih ralgu 

untuk terjun ke dunial politik pralktis. Ketigal, kotal 30% merupalkaln solusi allternaltif 

sementalral untuk meningkaltkaln keterwalkilaln perempualn di legislaltif di salmping jugal 

kuotal 30% aldallalh kuotal minimall bukaln kuotal malksimall.12 

Alngkal 30% diyalkini sebalgali “alngkal kritis” yalng halrus dicalpali untuk 

memungkinkaln aldalnyal sebualh perubalhaln. Alngkal tersebut dihalralpkaln alkaln 

memberikaln dalmpalk paldal kuallitals keputusaln yalng dialmbil dallalm lembalgal-lembalgal 

politik (legislaltif). Jumlalh 30% ditetalpkaln untuk menghindalri dominalsi sallalh saltu jenis 

kelalmin dallalm lembalgal-lembalgal politik yalng merumuskaln kebijalkaln publik.  

Menurut Syalmsuddin Halris, Perekrutaln alnggotal legislaltif oleh palrtali politik 

secalral umum mencalkup tigal talhalp penting yalkni mencalkup:13 (1) Penjalringaln callon, (2) 

Penyalringaln daln seleksi callon yalng telalh dijalring, (3) Penetalpaln callon. 

                                                        
9Ibid. 
10Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 92. 
11Ibid, h. 40. 
12Ibid, h. 42. 
13Syamsuddin Haris, Pemilu Langsung di Tengah Partai Oligarki: Proses Tuntutan dan Seleksi Calon 

Legislatif Pemilu 2004 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 8. 
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Penelitialn yalng dilalkukaln oleh Alllaln FG Walrdhalnal, SH., MH., dkk, menunjukkaln 

balhwal tialp palrtali memiliki pertimbalngalnnyal malsing-malsing dallalm merekrut callon 

alnggotal legislaltif.14 Penelitialn yalng dilalkukaln oleh Alhmald Riyaldh daln Hendral Sukmalnal 

jugal menyaltalkaln balhwal terdalpalt beberalpal kriterial yalng halrus dipenuhi dallalm talhalpaln 

penetalpaln calleg yalng alkaln diusung oleh palrtali politik.15 

Prosedur perekrutaln callon alnggotal legislaltif  perempualn sebalgalimalnal yalng telalh 

dijelalskaln, dalpalt kital sederhalnalkaln sebalgali berikut: 

a. Penjalringaln balkall callon perdalpil oleh palrtali politik  

b. Penyalringaln daln seleksi balkall callon yalng telalh dijalring 

c. Penetalpaln balkall callon berikut nomor urutnyal oleh palrtali politik 

d. Penyeralhaln dalftalr balkall callon ke KPU untuk diverifikalsi 

e. Penetalpaln dalftalr callon tetalp (DCT)  

 

Hasil Penelitian 

Paldal pemilihaln umum (pemilu) alnggotal legislaltif talhun 2019, wilalyalh Kalbupalten 

Hulu Sungali Tengalh dibalgi altals 4 (empalt) daleralh pemilihaln (dalpil). Untuk lebih jelalsnya l 

dalpalt dilihalt paldal talbel berikut: 

 

Talbel 1 
Pembalgialn Dalpil Kalbupalten HST Pemilu Talhun 2019 

 

NO 
NAlMAl 
DAlPIL 

WILAlYAlH DAlPIL 
JUMLAlH 

KURSI 

1 HST I 

1. Baltu Benalwal 

2. Balralbali 

3. Halntalkaln 

10 

2 HST II 
1. Lalbualn Almals Selaltaln 

2. Halruyaln 
6 

3 HST III 
1. Lalbualn Almals Utalral 

2. Palndalwaln  
7 

4 HST IV 

1. Baltalng Allali Selaltaln 

2. Baltalng Allali Utalral 

3. Baltalng Allali Timur 

4. Limpalsu 

7 

                                                        
14Allan FG Wardhana, SH., MH., dkk, “Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon 

Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Terhadap Partai Politik Di Kota Yogyakarta)” 

(Laporan Penelitian Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2019), h. 69-70. 
15Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana, “Dinamika Penjaringan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Partai 

Politik Di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, vol. 3, no. 2, (2015): h. 186-193. 
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Jlh 4 Dalpil 11 Kecalmaltaln 30 Kursi 

 

 
Talbel 2 

Persentalse Callon Alnggotal Legislaltif Perempualn  
Kalbupalten HST Pemilu Talhun 2019 

 

NO 
NAlMAl 

PAlRTAlI 

JUMLAlH 

Callon  
Lk 

Persentalse (%) 
Callon 

Pr 
Persentalse (%) Jumlalh 

1 PKB 6 60% 4 40% 10 

2 GERINDRAl 18 66,67% 9 33,33% 27 

3 PDI-P 9 56,25% 7 43,75% 16 

4 GOLKAlR 17 56,67% 13 43,33% 30 

5 NAlSDEM 18 60% 12 40% 30 

6 GAlRUDAl 1 33,33% 2 66,67% 3 

7 BERKA lRYAl 12 57,14% 9 42,86% 21 

8 PKS 12 52,18% 11 47,82% 23 

9 PERINDO 3 33,33% 6 66,67% 9 

10 PPP 17 62,97% 10 37,03% 27 

11 PSI 9 60% 6 40% 15 

12 PA lN 18 62,07% 11 37,93% 29 

13 HAlNURAl 7 63,64% 4 36,36% 11 

14 DEMOKRAlT 3 30% 7 70% 10 

15 PBB 13 65% 7 35% 20 

16 PKP 0 0% 3 100% 3 

Totall 163 57,39% 121 42,61% 284 

 

 

 
 

Talbel 3 
Halsil Walwalncalral 
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NO PERTAlNYAlAlN JAlWAlBAlN INFORMA lN 

1 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
perekrutaln kalder yalng duduk 
dallalm kepengurusaln palrtali 
politik di Kalbupalten Hulu 
Sungali Tengalh sudalh berjallaln 
secalral berjenjalng? 

Informaln sebalnyalk 95% mengaltalkaln  
rekrutmen kalder palrtali politik di Kalbupalten 
HST sudalh dilalkukaln secalral berjenjalng, 5% 
mengaltalkaln  tidalk/belum  dilalkukaln secalral 
berjenjalng.  

2 Menurut Balpalk/ibu, alpalkalh 
callon alnggotal legislaltif di 
Kalbupalten Hulu Sungali 
Tengalh selallu dialmbil dalri 
pengurus palrtali politik?  

Informaln  sebalnyalk 20% mengaltalkaln callon 
alnggotal legislaltif di Kalbupalten HST dialmbil 
dalri pengurus palrtali politik, 80% 
mengaltalkaln tidalk mesti dalri pengurus bisal 
jugal dalri lualr (eksternall), talpi diutalmalkaln 
tetalp dalri kalder palrtali. 

3 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
setuju kalum perempualn 
duduk dallalm kepengurusaln 
palrtali politik? 

Informaln  sebalnyalk 100%  mengaltalkaln 
setuju  kalum  perempualn ikut duduk dallalm 
kepengurusaln  palrtali  politik. Kalrenal 
perempualn mempunyali halk yalng salmal 
dengaln kalum  lalki-lalki. 

4 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
pengurus palrtali politik di 
Kalbupalten Hulu Sungali 
Tengalh sudalh 
mengalkomodir keterwalkilaln 
perempualn sekuralng-
kuralngnyal 30% 

Informaln  sebalnyalk 85% mengaltalkaln  
balhwal kepengurusaln palrtali politik di 
Kalbupalten HST sudalh  mengalkomodir 
keterwalkilaln perempualn palling sedikit 30%, 
sebalnyalk 10% mengaltalkaln belum bisal 
mengalkomodir keterwalkilaln perempualn 
minimall 30%, sisalnyal sebalnyalk 5% 
mengaltalkaln tidalk talhu. 

5 UU No.7 Talhun 2017, 
menyebutkaln balhwal Dalftalr 
balkall callon alnggotal DPRD 
Kalbupalten/Kotal halrus 
memualt keterwalkilaln 
perempualn sekuralng-
kuralngnyal 30%. 
Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 

dallalm pelalksalnalalnnyal UU 
tersebut sudalh berjallaln 
efektif di Kalbupalten Hulu 
Sungali Tengalh? 

Informaln sebalnyalk 95% mengaltalkaln balhwal 
keterwalkilaln perempualn sebalgali callon 
alnggotal legislaltif sekuralng-kuralngnyal 30% 
sesuali ketentualn UU No.7 Talhun 2017, di 
Kalbupalten HST sudalh berjallaln efektif. 
Sisalnyal sebalnyalk 5% informaln mengaltalkaln 
belum berjallaln efektif. 

6 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
callon alnggotal legislaltif 
perempualn mempunyali nialt 
daln tekald yalng kualt untuk 
menjaldi callon alnggotal 

Informaln sebalnyalk 85% mengaltalkaln balhwal 
callon alnggotal legislaltif perempualn di 
Kalbupalten HST mempunyali nialt daln tekald 
yalng kualt untuk emenjaldi callon alnggotal 
legislaltif, sebalnyalk 12,5% mengaltalkaln 



 

 

109 

 

 

 

Journal homepage: https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils 

 

  Journal Of Islamic And Law Studies  

Vol. 7, No. 1, 2023, pp. 100-116 

legislaltif di Kalbupalten Hulu 
sungali Tengalh? 

balhwal callon perempualn halnyal sebalgali 
callon pelengkalp, sisalnyal 2,5% tialdk talhu 
kalrenal tidalk aldal calleg perempualn yalng 
ideall.  

7 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
kalum lalki-lalki setuju/ 
mendukung kalum 
perempualn dijaldikaln sebalgali 
callon alnggotal legislaltif di 
Kalbupalten Hulu Sungali 
Tengalh?  

Informaln sebalnyalk 95% mengaltalkaln balhwal 
kalum lalki-lalki setuju daln mendukung kalum 
perempualn dijaldikaln sebalgali callon alnggotal 
legislaltif di Kalbupalten HST kalrenal callon 
perempualn nalntinyal dihalralpkaln dalpalt 
menyallurkaln alspiralsi yalng berhubungaln 
dengaln kebutuhaln kalum perempualn , daln 
5% informaln mengaltalkaln kuralng 
mendukung kalrenal pekerjalaln sebalgali 
alnggotal legislaltif halnyal cocok untuk kalum 
lalki-lalki.   

8 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
kalum perempualn setuju/ 
mendukung perempualn 
dijaldikaln sebalgali callon 
alnggotal legislaltif di 
Kalbupalten Hulu Sungali 
Tengalh? 

Informaln sebalnyalk 90% mengaltalkaln balhwal 
perempualn mendukung kalum perempualn 
dijaldikaln sebalgali callon alnggotal legislaltif di 
Kalbupalten HST, kalrenal merekal 
beralnggalpaln dallalm urusaln politik daln 
pemerintalhaln perempualn mempunyali halk 
yalng salmal dengaln lalki-lalki, sisalnyal 10% 
informaln menyaltalkaln kuralng mendukung 
bilal kalum perempualn dijaldikaln sebalgali 
callon alnggotal legislaltif. 

9 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
dalsalr altalu pertimbalngaln 
seoralng kalder palrtali politik 
ditunjuk altalu disetujui 
sebalgali callon alnggotal 
legislaltif dalri palrtali politik 
yalng bersalngkutaln? 

Menurut informaln, aldal beberalpal 
pertimbalngaln palrtali politik dallalm memilih 
calleg di Kalbupalten HST, alntalral lalin: 
1. Memenuhi persyalraltaln UU yalng berlalku 
2. Alktif di palrtali politik yalng bersalngkutaln 
3. Sesuali dengaln AlD/AlRT palrtali 
4. Telalh dibinal oleh palrtali 

(kalder/pengurus) 
5. Loyall paldal palrtali daln tidalk terikalt 

dengaln palrtali politik lalin. 
6. Mendalpalt izin dalri sualmi/kelualrgal 
7. Memiliki modall/dalnal untuk mencallon. 

10 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
falktor aljalraln algalmal daln 
kepercalyalaln berpengalruh 
terhaldalp keterwalkilaln 
perempualn (terpilihnyal) 
sebalgali callon alnggotal 

Informaln sebalnyalk 67,5% mengaltalkaln 
balhwal falktor aljalraln  berpengalruh terhaldalp 
keterpilihaln seseoralng (perempualn) sebalgali 
callon alnggotal legislaltif di Kalbupalten HST, 
sisalnyal 32,5% mengaltalkaln balhwal falktor 
aljalraln algalmal tidalk mempengalruhi terhaldalp 
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legislaltif di Kalbupalten Hulu 
Sungali Tengalh? 

terpilihnyal seseoralng sebalgali callon alnggotal 
legislaltif. 

11 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
falktor ekonomi berpengalruh 
terhaldalp keterwalkilaln 
perempualn (terpilihnyal) 
sebalgali callon alnggotal 
legislaltif di Kalbupalten Hulu 
Sungali Tengalh? 

Informaln sebalnyalk 80% mengaltalkaln balhwal 
falktor ekonomi berpengalruh terhaldalp 
keterpilihaln seseoralng (perempualn) sebalgali 
callon alnggotal legislaltif di Kalbupalten HST, 
17,5% informaln lalinnyal mengaltalkaln balhwal 
falktor ekonomoi tidalk terlallu berpengalruh, 
sisalnyal 2,5% menyaltalkaln tidalk talhu alpalkalh 
berpengalruh altalu tidalk.  

12 Menurut Balpalk/Ibu, alpalkalh 
falktor sosiall budalyal 
berpengalruh terhaldalp 
keterwalkilaln perempualn 
(terpilihnyal) sebalgali callon 
alnggotal legislaltif di 
Kalbupalten Hulu Sungali 
Tengalh?  

Informaln sebalnyalk 90% mengaltalkaln balhwal 
falktor sosiall budalyal (figur, kepribaldialn, 
kekeralbaltaln, tingkalt pendidikaln, daln 
finalnsiall/ekonomi) berpengalruh terhaldalp 
keterpilihaln seseoralng (perempualn) sebalgali 
callon alnggotal legislaltif di Kalbupalten HST,   
sisalnyal 10% mengaltalkaln balhwal falktor 
sosiall budalyal untuk sekalralng ini  tidalk 
berpengalruh lalgi kalrenal ujung-ujungnyal 
kemballi ke unsur non teknis (ualng).  

13 Menurut Balpalk/Ibu, falktor 
alpalkalh yalng palling 
berpengalruh terhaldalp 
pertimbalngaln palrtali politik 
dallalm memilih perempualn 
sebalgali callon alnggotal 
legislaltif di Kalbupalten Hulu 
Sungali Tengalh? 

Menurut informaln balhwal falktor yalng 
palling mempengalruhi pertimbalngaln palrtali 
politik dallalm memilih callon ( perempualn) 
sebalgali callon alnggotal legislaltif di 
Kalbupalten HST aldallalh  falktor ekonomi (60%), 
falktor sosiall budalyal (`17,5%), falktor 
ekonomi daln sosiall budalyal (10%), falktor 
aljalraln algalmal/algalmal (7,5%), falktor algalmal 
daln sosiall budalyal (2,5%), falktor ekonomi, 
falktor sosiall budalyal, daln falktor algalmal 
algalmal  (2,5%). 

14 Balgalimalnal salraln/pendalpalt 
Balpalk/Ibu yalng sebaliknyal 
dilalkukaln oleh palrtali politik 
sehubungaln dengaln 
keterwalkilaln perempualn 
sebalgali callon alnggotal 
legislaltif di Kalbupalten Hulu 
Sungali Tengalh paldal Pemilu 
talhun 2024 yalng alkaln 
daltalng?  

Salraln/pendalpalt informaln untuk palrtali 
politik: 
Kallalu koutal 30% keterwalkilaln perempualn 
sebalgali callon alnggotal legislaltif sudalh 
terpenuhi, malkal straltegi untuk Pemilu 
berikutnyal aldallalh; 
1. Koutal keterwalkilaln perempualn algalr 

selallu diperhaltikaln. 
2. Calleg perempualn yalng terpilih halrus 

mempunyali kompetensi daln loyallitals. 
3. Dallalm menetalpkaln Callon alnggota l 

legislaltif  algalr memperhaltikaln jugal 
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falktor algalmal daln sosiall budalyal , selalin 
falktor ekonomi altalu finalnsiall. 

4. Palrtali politik halrus bisal memalnfalaltkaln 
medial sosiall untuk mencalri kalder 
potensiall. 

5. Lalkukaln pemilihaln  callon alnggota l 
legislaltif secalral terbukal daln tralnspalraln.  

Kallalu koutal keterwalkilaln perempualn 
30% belum terpenuhi, malkal straltegi 
berikutnyal aldallalh; 
1. Penuhi koutal keterwalkilaln perempualn 

30% kalrenal merupalkaln almalnalt Undalng-
Undalng. 

2. Kallalu belum jugal bisal terpenuhi, malkal 
publikalsikaln altalu umumkaln untuk 
penerimalaln callon alnggotal legislaltif 
secalral terbukal daln tralnspalraln, algalr bisal 
diperoleh callon yalng berkuallitals.      

 

 
Analisis Hasil Penelitian 
1. Rekrutmen Kader Partai Politik Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Permalsallalhaln rekrutmen kalder ini salngalt eralt hubungalnnyal dengaln 

permalsallalhaln keterwalkilaln perempualn sebalgali callon alnggotal legislaltif. Kalrenal logikal 

berpikir umum, callon alnggotal legislaltif beralsall dalri pengurus palrtali.  Pengurus palrtali 

beralsall dalri kalder-kalder potensiall yalng dimiliki palrtali politik. Kallalu kalder perempualn 

yalng direkrut palrtali relaltif balnyalk, malkal keterwalkilaln perempualn sebalgali pengurus 

palrtali sekuralng-kuralngnyal 30% bisal dipenuhi.16 Sehinggal alkaln memudalhkaln palrtali 

dallalm memenuhi koutal keterwalkilaln perempualn sebalgali callon alnggotal legislaltif palling 

sedikit 30%, kalrenal callonnyal sudalh tersedial.17 

Berdalsalrkaln daltal halsil walwalncalral, 95% informaln mengaltalkaln balhwal rekrutmen 

kalder palrtali politik di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh paldal Pemilu talhun 2019 sudalh 

dilalkukaln secalral berjenjalng, dalri tingkalt Desal, Kecalmaltaln, daln Kalbupalten. Dimulali dalri 

proses talhalpaln pendalftalraln sebalgali alnggotal palrtali, balik rekrutmen yalng lalngsung 

dilalkukaln oleh pengurus untuk mencalri callon alnggotal (jemput bolal) malupun 

pendalftalraln oleh individu secalral sukalrelal untuk menjaldi alnggotal palrtali. Alnggotal palrtali 

yalng sudalh terdalftalr alkaln diberikaln kalrtu alnggotal oleh pengurus palrtali, selalnjutnyal 

alkaln dilalkukaln pembinalaln.  

                                                        
16Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (5). 
17Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 245. 
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Pembinalaln dilalkukaln oleh palrtali politik terhaldalp alnggotal, daln alnggotal palrtali 

yalng dialnggalp potensiall alkaln dijaldikaln sebalgali kalder untuk dilalkukaln pembinalaln 

selalnjutnyal. Kalder-kalder potensiall inilalh nalntinyal yalng alkaln dipilih untuk menduduki 

jalbaltaln pengurus di palrtali politik yalng bersalngkutaln. Paldal giliralnnyal pengurus inilalh 

yalng alkaln diprioritalskaln palrtali sebalgali balkall callon alnggotal legislaltif paldal pemilu yalng 

alkaln dilalksalnalkaln. 

Daltal menunjukkaln semual informaln setuju (100%) kallalu perempualn ikut duduk 

dallalm kepengurusaln palrtali politik, kalrenal merekal mempunyali halk yalng salmal dengaln 

kalum lalki-lalki, alrtinyal aldalnyal kesetalralaln daln kealdilaln gender. 85% informaln 

mengaltalkaln balhwal palrtali politik di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh sudalh 

mengalkomodir keterwalkilaln perempualn sekuralng-kuralngnyal 30% untuk ikut malsuk 

dallalm jaljalraln kepengurusaln palrtali politik. Alrtinyal palrtali politik di Kalbupalten Hulu 

Sungali Tengalh sudalh melalksalnalkaln almalnalt Undalng-Undalng.18 Daltal yalng diperoleh 

jugal menunjukkaln, 85% informaln mengaltalkaln balhwal callon alnggotal legislaltif 

perempualn di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh memalng mempunyali nialt daln tekald yalng 

kualt untuk menjaldi callon alnggotal legislaltif. 

Hall ini cukup menggembiralkaln dengaln halralpaln di malsal yalng alkaln daltalng 

semalkin balnyalk kalum perempualn yalng tertalrik dengaln dunial politik, sehinggal terbukal 

rualng yalng lebalr balgi palrtali politik untuk melalkukaln pilihaln terhaldalp callon alnggotal 

legislaltif dalri kalum perempualn. Kallalu balnyalk pilihaln malkal alkaln memungkinkaln balgi 

palrtali untuk memilih callon alnggotal legislaltif perempualn yalng lebih berkuallitals, 

sehinggal dihalralpkaln dalpalt memberikaln sumbalngsih pemikiraln untuk kemaljualn 

Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh. 

 

2. Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif  Di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Keterwalkilaln kalum perempualn sebalgali callon alnggotal legislaltif sekuralng-

kuralngnyal 30% aldallalh almalnalh konstitusi yalng waljib dilalksalnalkaln oleh palrtali politik 

yalng ingin menjaldi pesertal Pemilu. Sebalgalimalnal dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 

7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum. Paldal Palsall 243 alyalt (4) disebutkaln “Dalftalr balkall 

callon alnggotal DPRD Kalbupalten/Kotal ditetalpkaln oleh pengurus palrtali politik pesertal 

Pemilu tingkalt Kalbupalten/kotal”.19 Kemudialn paldal Palsall 245 dijelalskaln balhwal “Dalftalr 

balkall callon sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 243 memualt keterwalkilaln perempualn 

palling sedikit 30% (tigal puluh persen).20  

                                                        
18Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik Pasal 2 ayat (5). 
19Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 243 ayat (4). 
20Ibid, Pasal 245. 
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Daltal yalng diperoleh menunjukkaln 95% informaln mengaltalkaln balhwal ketentualn 

dallalm Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum sudalh berjallaln 

efektif di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh. Sehinggal berdalsalrkaln daltal, tidalk aldal palrtali 

politik di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh yalng tidalk mengkomodir keterwalkilaln 

perempualn palling sedikit 30%. Kallalu aldal palrtali yalng tidalk mengalkomodir keterwalkilaln 

perempualn paldal saltu daleralh pemilihaln (Dalpil), kalrenal memalng palrtali tersebut tidalk 

mempunyali calleg paldal Dalpil itu balik calleg lalki-lalki malupun calleg perempualn.  

Aldal kalsus cukup menalrik yalng terjaldi di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh. Daltal 

yalng diperoleh menunjukkaln, halnyal 20% informaln yalng mengaltalkaln balhwal callon 

alnggotal legislaltif selallu dialmbil dalri pengurus palrtali politik, sisalnyal 80% informaln 

mengaltalkaln balhwal berdalsalrkaln kenyaltalaln di lalpalngaln, callon alnggotal legislaltif tidalk 

mesti halrus dialmbil dalri pengurus palrtali (internall), bisal jugal oralng dalri lualr (eksternall), 

tetalpi yalng diprioritalskaln tetalp dalri kalder palrtali. 

Di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh, sebenalrnyal balnyalk palrtali yalng memiliki 

kalder perempualn yalng potensiall, dengaln laltalr belalkalng pendidikaln yalng balik (salrjalnal), 

memiliki jiwal sosiall yalng tinggi daln sebalgialn dalri merekal sudalh duduk dallalm 

kepengurusaln palrtali. Tetalpi merekal tidalk bersedial untuk dijaldikaln sebalgali callon 

alnggotal legislaltif, dengaln berbalgali allalsaln, yalng palling balnyalk kalrenal allalsaln tidalk 

diizinkaln oleh sualmi altalu kelualrgal.  

Sebalgialn lalgi beralnggalpaln tugals utalmal perempualn aldallalh di sektor domestik 

rumalh talnggal, sehinggal untuk dunial politik bialrlalh ditempalti oleh kalum lalki-lalki. 

Allalsaln lalinnyal bekerjal dallalm dunial politik mengalndung resiko tidalk mengenall walktu 

daln kebalnyalkaln bersalmal dengaln kalum lalki-lalki. Hall inilalh yalng sering menyebalbkaln 

palrtali politik kekuralngaln callon alnggotal legislaltif perempualn, sehinggal halrus mencalri 

callon dalri lualr (eksternall). 

Kallalu yalng beralsall dalri lualr palrtali, ketikal merekal menyaltalkaln untuk bersedial 

dicallonkaln, malkal otomaltis halrus menjaldi balgialn dalri palrtali (menjaldi alnggotal palrtali). 

Inilalh yalng sering disebut oleh sebalgialn malsyalralkalt sebalgali “kalder daldalkaln”, alrtinyal 

mendaldalk dijaldikaln alnggotal palrtali politik (kalder) setelalh menjelalng Pemilu. Paldal 

umumnyal kalder daldalkaln inialdal dikalrenalkaln beberalpal falktor, alntalral lalin: 

a. Kalrenal palrtali dikejalr walktu halrus menyeralhkaln kelengkalpaln berkals altalu dalftalr 

callon alnggotal legislaltif di KPU. 

b. A ldal tokoh populer yalng dialnggalp bisal mendulalng sualral pemilih. 

c. Malsuknyal pemilik modall yalng memilki dalnal besalr, seperti pengusalhal daln lalin-lalin. 

Dengaln demikialn aldal hubungaln yalng eralt alntalral rekrutmen perempualn sebalgali 

kalder palrtali politik dengaln keterwalkilaln perempualn dallalm rekrutmen callon alnggotal 

legislaltif di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh. Pengurus palrtali politik (termalsuk kalum 

perempualn) menjaldi prioritals utalmal untuk dijaldikaln sebalgali callon alnggotal legislaltif. 

Bilal perempualn sebalgali pengurus palrtali yalng alkaln dijaldikaln sebalgali callon alnggota l 
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legislaltif malsih belum memenuhi koutal, malkal prioritals berikutnyal diberikaln kepaldal 

perempualn kalder palrtali. Kallalu malsih belum memenuhi koutal keterwalkilaln perempualn 

palling sedikit 30%, malkal lalngkalh palrtali selalnjutnyal alkaln memberikaln kesempaltaln 

kepaldal kalum perempualn alnggotal bialsal, termalsuk paldal alnggotal balru. 

            Polal hubungaln alntalral alnggotal palrtali, kalder palrtali, pengurus palrtali dengaln 

pemilihaln balkall callon alnggotal legislaltif perempualn di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh, 

dalpalt digalmbalrkaln sebalgali berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdalsalrkaln daltal yalng diperoleh, diketalhui balhwal balnyalk falktor yalng menjaldi 

pertimbalngaln palrtali politik dallalm menetalpkaln seseoralng untuk dijaldikaln sebalgali callon 

alnggotal legislaltif di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh. Sebalnyalk 60% informaln menjalwalb 

falktor yalng palling berpengalruh aldallalh falktor ekonomi, 17,5% menjalwalb falktor sosiall 

budalyal, 10% mengaltalkaln falktor ekonomi daln sosiall budalyal, 7,5% menjalwalb falktor 

algalmal/kepercalyalaln, 2,5% mengaltalkaln falktor algalmal daln sosiall budalyal, 2,5% lalinnyal 

mengaltalkaln semual falktor secalral bersalmalaln. Ini menunjukkaln, falktor ekonomi aldallalh 

falktor yalng palling mempengalruhi palrtali politik dallalm menentukaln callon alnggota l 

legislaltif di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh.  

 

Kesimpulan 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn tersebut, malkal dalpalt disimpulkaln balhwal: 

Rekrutmen kalder palrtali politik di Kalbupalten Hulu Sungali Tengalh sudalh 

dilalkukaln secalral berjenjalng, ini dibuktikaln dalri halsil temualn walwalncalral terhaldalp 40 

oralng informaln. Bilal kalder perempualn potensiall yalng dimiliki palrtali politik balnyalk, 

malkal koutal keterwalkilaln callon alnggotal legislaltif perempualn lebih mudalh untuk 

dipenuhi.  

Keterwalkilaln perempualn sebalgali callon alnggotal legislaltif di Kalbupalten Hulu 

Sungali Tengalh sudalh memenuhi ketentualn Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 

tentalng Pemilihaln Umum. (1) PKB 40%, (2) Gerindral 33,33%, (3) PDI-P 43,75%, (4) Golkalr 

43,33%, (5) Nalsdem 40%, (6) Galrudal 66,67%, (7) Berkalryal 42,86%, (8) PKS 47,82%, (9) 
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Perindo 66,67%, (10) PPP 37,03%, (11) PSI 40%, (12) PAlN 37,93%, (13) Halnural 36,36%, 

(14) Demokralt 70%, (15) PBB 35%, (16) PKP 100%. 

 

Saran atau Rekomendasi 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn ini, malkal disalralnkaln kepaldal palrtali politik algalr lebih 

intensif dallalm proses rekrutmen daln melalkukaln pembinalaln terhaldalp kalder algalr lebih 

berkuallitals. Disalralnkaln pulal kepaldal palrtali politik pesertal pemilu algalr selallu memaltuhi 

ketentualn keterwalkilaln callon alnggotal legislaltif perempualn sekuralng-kuralngnyal 30%, 

daln mengutalmalkaln balkall callon dalri kalder yalng potensiall daln berkuallitals. 
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